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MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANMG SUMBER

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimaksud dengan s
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{1} Sumbher Pendapatan Dess, terdiri dari :

PEMDAFATAN DESA.

BEAaBR I
KETENTUAN 1IMUM
Fasal 1

Kepnala Daerah,. adalah Bupati Probolinggo 3
Femerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan vang) dilaksanakan

cleh Pemerintah Desa dan Badan FPerwakilan Desa s

FPemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

Badan Perwakilan Desa vang selanjutnya disebut dengan BPFD adalah
Badan Perwakilan vang ada di Desa berfungsi mengayomi adat
istiadat membuat peraturan desa., menampung dan menvalurkan
aspirasi masyarakat serta melakukan pEngawasan terhadap
penvelenggaraan pemerintahan Desa g

Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Daesrah Kabupatjn Frobolinggos
Kekavaan Desa adalah segala kekayvaan dan sumbsr penghasilan  bagil
deza vang bersangkutan
Swadava masvarakat adalah kemampuan dari kelompok szyarakat untuk
mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan yvang dapat dirasakan
oleh kelompok masyvarakat 3
Gotong roveong adalah bentuk kerja sama vang spontan dan  bersifat
sukarela antara warga desa untuk memenuhi kebutuhan dalam  rangka
meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil:
Sumber Pendapatan Desa adalah Sumber Pendapatan Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 107 Undang Undang Nomor 22 Tahun | 1992 tentang
FPemerintahan Daesrah 3
Desa  adalah kesatuan masyarakat hukum vang memiliki  kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui| dalam sistem

Pemerintahan Masional dan berada di Daerah Eabupaten.

HE AR 1z
SUMBER PENDAPATAN DESA
Fasal 2

a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
i. Hasil Usshs Desa :

Z. Hasil Kekavaan Desa :




ZF. Hasil bwadaya dan Partisipasi Masyvarakat Desa
4, Hasil Gotong Rovong 3
5. Lain—lain pendapatan asli desa vang sah.
b. Bantuan dari Pemerintah Eabupaten vang meliputi =
i. Bagian dari perolehan Faiak dan Reitribusi Daer
2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat da
diterima oleh Pemerintah Eabupaten.
- Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah FPropinsi
d. SBumbangan dari pihak ketiga ; dan
{2} Dumber Pendapatan Desa vang telah dimiliki dan dikel

tidak dibenarkan diambil oleh FPemerintah atau FPemeri

Fasal 3
ekavaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat |
terdiri dari =
2. Tanah Kas Desa 3
r. Fasar Desa 3
c. Rangunan Desa :

d. Obhvek Rekreasi vang diuwrus ocleh Desa

2. Pemandian Umum vang diurus oleh Desa

EL

f. Hutan Desa beserts hasil hutannva g

=h : dan

n Dasrah vang

nilz ocieh desa

ntah Daerah.

1) huruft a.z2

g. Perairan/pantai dalam batas teritentu vang diurus oleh Desa

h. Tempat—tempat pemancingan di sungai vang dikelola oleh desa :

i. Pelelangan ikan vang dikelocla ocleh Desa 3
i. Jalan Desa idan

k. Lain-lain kekavaan milik Desa.

FPasal 4

Dalam hal Desa belum memiliki kekavaan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten mengusahakan pening

Pendapatan Desa.
Fasal &

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

katan Sumber

2 Peraturan

Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belania Desa vang

ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Fasal &
{1} Tanah—tanah kKas Desa dan Tanah lainnya vang d
merupakan  kekavaan desa dilarang dijual atau disery

pihak lain :

s,
Il
vt

diperlukan untuk kepentingan provek pembangunan dan
umum harus melalui prossedur dan mekanisme sesuai per

ndang—undangan vang berlaka.

ikuasai dan

ahkan kepada

Tanah—tanah Kas Desza ssbagaimana dimaksud pada avat (1), Jika

kepentingan

raturan peru—




BABR III
PEMGURIISAN DAN PENGEL I AAN
Fasal 7
Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Fasal

Daerah ini, diurus dan dikelola cleh Pemerintah Desa.

BAEBR IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Fasal 8
Pengawasan terhadap pengurusan, pengelolaan, pengounaan

Pendapatan Desa dilakukan cleh Badan Perwakilan Desa (BP

Pasal 2
Pemerintah Kabupaten wajib membantu pengembangan Sumbe
#s1i Desa yang telah dan akan diurus oleh Pemerintah Des

memberikan hasil vang sebesar—besarnva.

Fasal 10
Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Fasal
Kabupaten dapat melakukan pendataan dan inventarisa
Sumber—Sumber Pendapatan Desa.
BEARBV
KETENTUAM PERALIHAN DAN PENUTUP
Fasal 11

Dengan berlakunya peraturan dasrah ini, selurubh petunjuk

yang ada atau vang akan diadakan cleh Pemerintah da

Diasrah jika tidak bertentangan dengan peraturan dasrah i

tetap berlaku.

2 Peraturan

hasil Sumber

D).

r Pendapatan

& agar dapat

7 Pemerintah

Ei

terhadap

atau pedoman
n  Pemerintah

ni dinyatakan

Pasal 12
Hal-hal vyan belum cukup diatur dalam Feraturan Daerah ini  sepaniang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih laniut ocleh Bupati.
Fasal 13
Peraturan Daerah ini berlaku, sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya d

Daerah Kabupaten Frobolinggo.
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PEMIEL ASAN
ATAS
FERATURAMN DAERAH KEABUFPATEN PROBOL INGGO
NOMOR = TAHLUN 2000
TENTANG
SUMBER PEMDAPATAN DESA

FEMJELASAN UMUM :
Sebagai tindak lanjut Undang—iindang Homor 22

tentang FPemerintahan Daerah dan Pasal 537 ayvat (1

Menteri Dalam HNegeri Momor 64 Tahun 1999 tentang
Pengaturan Mengenai Desa.
dengan Feraturan Daerah.

Sumber Pendapatan

rangka penvelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa

bersangkutan. Kendisi potensi Sumber Pendapatan Desa

desa—desa

cukup ada pula vang tidak memadai, sehingaoa

vang potensi sumber pendapstan desanva kurang me

merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Femerintah O

membantu pengembangannva sehingga dapat memberikan

sebesar—besarnva demi menunijiang penvelenggar

:rdnman
perlu menetapkan Sumber Pendapatan Desa

di wilavah Kabupaten Probolinggo tidak saqa, ada

1999

}  Keputusan

Tahun

Uimum

Desa merupakan tulang pungogung dalam

yang

vang ada di

yang

terhadép desa—desa

adai adalah

asrah untuk
hasil vang

aanfkegiatan

pemerintahan dan pembangunan di desa vang bersangkutan.

FPEMJIELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pa=sal 1 s/d Pasal 2 avat {1}

huruf a : Cukup ielas.

Pasal 2 ayat {1} huruf b : akan diatur lebih lﬁnjut dengan
Feraturan Daerah.

Fasal X hurut g : batas 1 {satu}) mil |dari garis
paniai.

Pasal I huruf h : sungai-—sungai vyang dikelola oleh
desa dan diberikan prioritas atau
dibangun ocleh desa sepaniang tidsk
bertentangan dengan peraturan  vyang
berlaku.

FPasal 3 huruf 1 : Cukup ielas.

Fasal 3 huruf i : Jalan vang dibangun oleh desa vang
akan diatur lebih linjut denaan
ggéﬁ Feraturan Desa.

Fasal 3 huruf k : Cukup islas.

Fasal 4 : Usaha—usaha Femerintah|Daerah dalam

rangka meningkatkan Penp

antara lain :

dapatan bDesa




Fasal & s/d Pasal 13

a. mengadakan

pembinaan ke

desa—

desa untuk menumbublan kesadaran

masyarakat

decs serta

Pendapatan Asli Des

b. menyelenggarakan pe

membayar

pungutan

meningkatkan

1binaan pasar

desa.

. memberikan hantuan pengadaan
tanah kas desa, khususnva bagi
desa yvang lusd t;;ah as desanva

dibawah 1 i{satu) hektar.

Cukup ielas




